
BUPATI LEBAK 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK 

NOMOR 2 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK 

PERKREDITAN RAKYAT LEBAK SEJAHTERA DAN PERSEROAN TERBATAS 

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBAK, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperkuat 

struktur permodalan, pertumbuhan dan meningkatkan 

pendapatan Daerah, diperlukan penambahan modal melalui 

penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan 

Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera dan 

Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung 

serta merupakan penugasan dari Pemerintah Daerah untuk 

menyalurkan kredit program The Development of integrated 

farming system in Upland Areas Project; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

dan mengembangkan hasil usaha petani, kelompok tani dan 

korporasi pertanian pada wilayah dataran tinggi di Daerah 

yang tujuan utamanya adalah pengembangan dan perluasan 

. 
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lahan untuk pengembangan komoditi pertanian secara 

spesifik dalam mendukung swasembada pangan nasional 

serta turut membantu dalam mendorong pertumbuhan 

perekonomian Daerah perlu menambah penyertaan modal 

pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera dan PT. 

Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

dan ketentuan Pasal 21  ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 

54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha 

Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan 

Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera dan 

Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro 

Mengingat 

Rangkasbitung; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan 

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6173); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Penggabungan 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan, 9 

(sembilan) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dan 

Perubahan Bentuk Badan Hukum (Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20157); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK 

dan 

BUPATI LEBAK 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 

DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK 

PERKREDITAN RAKYAT LEBAK SEJAHTERA DAN PERSEROAN 

TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Lebak. 

2. Bupati adalah Bupati Lebak. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan 

kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan 

kekayaan yang 

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai 

tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 

modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik daerah 

pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 

atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 

5. Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah Sadan Usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

6. PT. BPR Lebak Sejahtera adalah PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Lebak Sejahtera yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Penggabungan 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan, 9 

(sembilan) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dan 

Perubahan Bentuk Sadan Hukum. 

7. PT. LKM Rangkasbitung adalah PT. Lembaga Keuangan 

Mikro Rangkasbitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Penggabungan 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan, 9 

(sembilan) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dan 

Perubahan Bentuk Sadan Hukum. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud Penyertaan Modal meliputi: 

a. mendukung program Upland; 

b. melaksanakan penugasan pemerintah melalui program 

upland; 

c. pengembangan usaha BUMD guna meningkatkan kapasitas 

usaha agar mampu berperan mendorong pertumbuhan 

ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat; dan 

d. pada tahap berikutnya dana akses layanan keuangan 

kegiatan UPLAND dapat dimanfaatkan untuk peningkatan 

akses permodalan kepada petani, peternak dan/ atau 

korporasi petani lainnya dengan komoditas yang sama atau 

komoditas baru yang sedang atau akan dikembangkan oleh 

Pemerintah Daerah setelah selesainya program UPLAND. 

Pasal 3 

Tujuan Penyertaan Modal untuk: 

a. Penambahan modal untuk meningkatkan akses permodalan 

bagi pelaku usaha tani khususnya kelompok sasaran 

UPLAND, dalam rangka mengurangi angka kemiskinan 

perdesaan, meningkatkan ketahanan pangan Daerah, serta 

mewujudkan mata pencaharian yang berkesinambungan; 

b. meningkatkan kemampuan BUMD dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat serta turut membantu dalam 

mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan 

c. meningkatkan pendapatan asli Daerah. 
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BAB III 

PENYERTAAN MODAL 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan 

Modal Daerah berupa uang pada PT. BPR Lebak Sejahtera. 

(2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.1.125.000.000,00 (satu 

miliar seratus dua puluh limajuta rupiah). 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan 

Modal berupa uang pada PT. LKM Rangkasbitung. 

(2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh 

ratus juta rupiah). 

Pasal 6 

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 4 dan Pasal 5 dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 

2024. 

BAB IV 

HASIL USAHA 

Pasal 7 

(1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah diberikan dalam 

bentuk Dividen. 

(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke 

rekening kas umum Daerah. 
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BABV 

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 8 

(1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan 

Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) PT. BPR Lebak Sejahtera dan PT. LKM Rangkasbitung 

sebagai penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada 

Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan 

keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABVI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal9 

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 

dan Pasal 5 berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah. 

Pasal 10 

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal, Bupati 

menugaskan PT. BPR Lebak Sejahtera dan PT. LKM 

Rangkasbitung. 

(2) Ketentuan lebih lanjut terkait penugasan kepada PT. BPR 

Lebak Sejahtera dan PT. LKM Rangkasbitung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 1 1  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. 

Ditetapkan di Rangkasbitung 

pada tanggal 1 Maret 2024 

Diundangkan di Rangkasbitung 

Pada tanggal 1 M#ret 2024 

SEKRI = KABUPATEN LEBAK, 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 2 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (2, 3 / 2024) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK 

NOMOR 2 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK 

PERKREDITAN RAKYAT LEBAK SEJAHTERA DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 

RANGKASBITUNG 

I. UMUM 

Dalam rangka meningkatkan clan memperkuat struktur permodalan, 

pertumbuhan clan perkembangan perekonomian, diperlukan penambahan 

modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Lebak 

Sejahtera clan PT. LKM Rangkasbitung. Tujuan dilakukannya penyertaan 

modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan clan perkembangan 

perekonomian Daerah clan meningkatkan pendapatan Daerah. 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Lebak Sejahtera clan 

PT. LKM Rangkasbitung yang berasal dari Program Hibah The Development Of 

Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND). Program UPLAND 

adalah Kegiatan Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran 

Tinggi yang tujuan utamanya adalah pengembangan clan perluasan lahan 

untuk pengembangan komoditi pertanian secara spesifik dalam mendukung 

swasembada pangan nasional. 

Tujuan pelaksanaan program UPLAND adalah untuk meningkatkan 

produktivitas pertanian clan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui 

pengembangan infrastruktur lahan clan air, pengembangan sistem agribisnis 

clan penguatan sistem kelembagaan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan 

program UPLAND diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang berkelanjutan 

antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian clan Daerah 

Sesuai dengan kewenangannya, setiap Pemerintah Daerah didorong 

untuk mendukung keberlanjutan Program UPLAND. Dukungan akses terhadap 

layanan keuangan dapat menjadi komponen kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah dalam mendorong keberlanjutan program UPLAND. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
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Daerah, menyebutkan dalam pasal 304 bahwa "Daerah dapat melakukan 

penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD". 

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD, 

khususnya yang bergerak di bidang lembaga keuangan dalam hal ini PT. BPR 

Lebak Sejahtera dan PT. LKM Rangkasbitung untuk mendukung program 

UPLAND. 

Aset PT. BPR Lebak Sejahtera dan PT. LKM Rangkasbitung merupakan 

kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. Penyertaan Modal hanya dapat 

dilakukan atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan 

modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga. Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Lebak Sejahtera dan 

PT. LKM Rangkasbitung dapat mengakibatkan perubahan persentase 

kepemilikan Modal Daerah pada BUMD tersebut, untuk itu sebelum 

penyertaan modal dilaksanakan, telah terlebih dahulu dilaksanakan RUPS. 

PT. BPR Lebak Sejahtera telah melaksanakan RUPS-LB pada tanggal 8 

Desember 2023 berdasarkan Berita Acara dengan Nomor 342/BPR· 

LS/XII/2023, yang membahas mengenai perubahan komposisi saham sebagai 

akibat dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 

Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada 

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera dan Perseroan 

Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Cukup Jelas 
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Pasal 5 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukup Jelas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

Pasal8 

Cukup Jelas 

Pasal 9 

Cukup Jelas 

Pasal 10 

Cukup Jelas 

Pasal 1 1  

Cukup Jelas 
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